Menimbang

Mengingat

BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KARUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Sus@nan Perangkat Daerah, perlu di

susun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi
Pamong Praja kabupaten tanggamus,

| b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut

di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus

tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja .

kabupaten tanggamus,

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang

Pembentulan Kabupaten Daerah Tk II Tulang Bawang dan
Kabupaten Tk [l Tanggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia);

. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan

\ b .
5. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indomesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

' 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang
Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5094 );

' 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011

Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
perangkat Daerah  (Lembaran Daeran  Kabupaten
Tanggamus tahun 2016 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI  TANGGAMUS TENTANG TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
TANGGAMUS. i

- BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahaﬁ yang menjadi kewenangan Daerah.



il

Bupati adalah Bupati Tefhggamus.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus. :

Sekretariat Daerah adalgh Sekretariat Daerah Kabupaten

Tanggamus. .

6. Sekretaris Daerah adaldh Sekretaris Daerah Pemerintah

Kabupaten Tanggamus.

7. Peraturan Bupati adalalif Peraturan Bupati Tanggamus.

8. Satuan Polisi Pamongﬁraja yang selanjutnya disingkat

Sat.Pol.PP adalah bagian perangkat daerah dalam

penegakkan perda, pexj‘l’;;’;hda, penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakar dan perlindungan
masyarakat ;

!9. Kepala Satuan adalah Kéfpala Satuan Polisi Pamong Praja;

'10. Polisi Pamong Praja aglalah Sat.Pol.PP sebagai aparat
Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan
penyelenggaraan Ketertipan Umum dan Ketenteraman
Masyarakat. ;

11. Ketertiban Umum dan jKetenteraman Masyarakat adalah
suatu keadaan dinami.gsé’f;}yang memungkinkan Pemerintah
Daerah dan Masyaralfat dapat melakukan kegiatan
dengan tenteram, tertibiflan teratur;

12. Perlindungan Masyaralqi:'t adalah suatu keadaan dinamis
dimana warga masydrakat disiapkan dan dibekali
pengetahuan untuk mejaksanakan kegiatan penanganan
bencana guna mengyrangi dan memperkecil akibat
bencana, serta ikut methelihara keamanan, ketenteraman
dan ketertiban rhasyarakat, kegiatan social
kemasyarakatan;

13. Pemadam Kebakaran a,halah Petugas atau Dinas yang

dilatih dan bertugas unjtf,uk menanggulangi kebakaran.

(o
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BAB II
TUGAS POKOK

Bagipn Pertama
ddudukan

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Prhja merupakan unsur pelaksana
otonomi yang melaksanalfan urusan pemerintahan daerah
yang dipimpin oleh iseorang Kepala Satuan yang
berkedudukan di bawah:dan bertanggung jawab kepada
Bupati Tanggamus melaluijSekretaris Daerah Kabupaten.

|



Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Pra,;ia mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urygan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di Bidang Penegakan Peraturan Daerah ,
Peraturan Kepala Daergh , Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat |
sub urusan pemadam kebad

'BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
ﬁ ‘Pasal 4

(1) Susunan organisasi Shtuan Polisi Satuan Polisi Pamong
terdiri dari:
a. Kepala Satuan,

b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umfim dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keyangan
3. Sub Bagian Pragram

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,
membawabhi : i
1. Seksi Pembinadn, Pengawasan dan Penyuluhan

9. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d. Bidang Ketertiban Umum  dan Ketentraman
Masyarakat, membawahi
1. Seksi Kerjasama
-2, Seksi Operasi dan Pengendalian

1. Seksi Pelatihgp Dasar

e. Bidang Sumber Dé‘ga Aparatur, membawahi:
2. Seksi Teknisi} ungsional

f. Bidang Perlinduq[%an Masyarakat
1. Seksi Satuan liinmas dan Pemadam Kebakaran

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

0
T

g. Kelompok J abata;ﬁf;l Fungsional.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Bagihn Pertama

[

Kepgla Satuan

Pasal 5

Kepala Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten
Tanggamus mempur)ya.l tugas memimpin, mengatur,
membina, memotlvasn dan mengendalikan pelaksanaan
tugas di bidang penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang pembinaan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat, penegakan
peraturan Kepala Dagrah dan produk hukum lainnya.

Dalam melaksanalan tugas pokok sebagaiman

dimaksud pada ayat (1), kepala Satuan mempunyai

fungsi:

a. Penyusunan prédgram dan pelaksanaan ketertiban
umum dan keétentraman masyarakat, Penegak
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan
produk hukum daerah lainnya;

b. Pelaksanaan kebijakan  pemeliharaan  dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman daerah;

c. Pelaksanaan Kebijakan penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk
hukum daerah lainnya;

d. Pelaksanaanh .koordinasi  pemeliharaan dan
penyelenggaraaf ketertiban umum dan
ketentraman mgsyarakat, Peraturan Kepala Daerah
dan produk hu%um daerah lainnya dengan Aparat

Kepolisisan Negara,PPNS dan/atau aparatur
lainnya;

e. Pengawasan ten!hadap masyarakat agar mematuhi
dan mementas jiti Peraturan Daerah, Peraturan
Kepala Daes ah lan produk hukum daerah lainnya,;

f. Pelaksanaan tygas kedinasan lain yang diberikan
oleh Bupati/Kepala Daerah lainnya.

B gian Kedua
SEXRETARIAT
" Pasal 6

Sekretariat  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah . dan bertangguang jawab kepada
Kepala Satuan,

Mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam
urusan penataan  administrasi kesekretariatan
penatausahaan ‘dan pengelolaan keuangan,
penyusunan laporgn program kegiatan, kepegawaian,
rurnah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.



(3) Untuk melaksanakeyy] tugas sebagaimana dimaksud

ayat (1), sekretaris mes hpunyai fungsi: _

a. Pengkoordinasian jpelaksanaan urusan - urusan sub

bagian program; .

b. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan - urusan sub

bagian keuangan ;'

C. Pengkoordinaéiari helaksanaan urusan - urusan sub
bagian umum dan kepegawaian;

d. Pelaksanaan tu,ggls lain kesekretariatan yang

diberikan oleh Kepala Satuan.
(4) Dalam menyeleng". rakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimakspd pada ayat (2) dan ayat (3),
Sekretariat dibantu oleh :

a. Sub Bagian Progr;ai.fn
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umumi dan Kepegawaian

(5) Masing-masing sub’ bagian dipimpin oleh seorang
kepala sub bagian yj"’ g dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab ke} ada sekretaris.

Paragraf 1

Bub Bagian Program
Pasal 7

Sub Bagian Program Pe#é?ncanaan mempunyai tugas:

a. Melaksanakan gan menyiapkan bahan koordinasi
Rencana Kerja |Anggaran dengan Sub Unit Kerja
dan Instansi terkait; .

b. Melaksanakan dan menyiapkan usulan, perubahan
dan pembahashn Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Polisi PAmong Praja;

c. Menyusun rerfana dan program, evaluasi dan
pelaporan ‘Sub Bagian, menginventaris,
mempelajari :gan. menginput semua data dan
informasi dani{imenyusun Program Satuan Polisi
Pamong Praja; |;

d. Menyusun prpgram tahunan, program jangka
menegah danj; program jangka panjang Setuan
Polisi Pamong Praja;

e. Menyiapkan ;Hahan bersama unit kerja terkait
dalam penyugunan Rencana Strategik Satuan
Perangkat Daéfah (RKPD);

f Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan
evaluasi terhadap pengembangan dan pelaksanaan
kegiatan;

g. Membuat §oran berkala terhadap hasil

monitoring, |fengawasan dan evaluasi terhadap
pengembangem dan pelaksanaan kegiatan;



an untuk melaksanakan

koordinasi dan eyaluasi program,
i i, Menyusun lapgran pelaksanaan tugas ldan

akuntabilitas k1 itrja Satuan Polisi Pamong Praja;
j. Melaksanakan %m menyiapkan bahan laporan

h. Menyiapkan

pelaksanaan kegjatan Sub Bagian Program; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan;

Piragraf 2

Sub B; V;I{ ian Keuangan
{Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mgmpunya tugas :
. Menyusun rencang anggaran,
. Mengelola perjalanpn dinas;
. Mengelola biaya pengunjung kegiatan,
. Mengelola biaya operasional;
 Melaksanakan ipembukuan, verifikasi, dan
pembinaan bendafjarawan;
f Melaksanakan ppenyelesaian  administrasi gaji
< pegawai; ' '
‘ g. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
sesuai dengan penj?pturan perundang-undangan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

o0 g

& | ragraf 3
; . Sub Bagian Umjum dan Kepegawaian

. j-"asal 9

[ Sub Bagian Umum Dat‘i»ikepegawaian mempunyai tugas:

dan mengadakan naskah dinas serta pendistribusian
surat-menyurat;
b. Menghimpun, .mengsistematis, mengatur dan
memelihara sertg merawat kerahasiaan arsip;
c. Mengkordinir ~ pengolahan administrasi barang
daerah,;
1 d. Membuat laporan pengadaan barang dan menyusun
: inventaris barang;
|

4 : ‘
tD ! i a. Mengetik, mengejola, mencatat, mengatur klasifikasi
I

¢. Melaksanakan - kegiatan kehumasan dan

kepustakaan;
f. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga

Satuan Polisi Rdinong Praja;
: g. Melaksanakan; flengelolaan administrasi kepegawaian
| dan menghiu'zjm serta menyusun inventaris
| kepegawaian; .
I h. Menyusun dan|inengatur ketata laksanaan,
i. Membuat Dokdr entasi kegiatan kepegawaian;




: j. Menyusun rencana jebutuhan pegawai, diklat, DUK, -
! Pensiun dan pembingan;
k. Melaksanakan tugaé?lain yang diberikan oleh atasan.

Baﬁ}an Ketige

Bidang Penegakan Perun ang-Undangan Daerah
Pagal 10

i (1) Bidang pengeiolaan .+ Perundang-Undangan Daerah
i mempunyai tugas ml;pmbantu kepala satuan dalam
kegiatan pencgakan Pgraturan Daerah.

(2) Bidang Penegakan Pgiraturan Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Bidehg yang berada di bawah dan
bertangguang jawab:. kepada Kepala Satuan yang
mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam
kegiatan Penegakan Pgraturan Daerah.

. (3) Dalam pelaksanaan; ;"a Bidang Penegakan Peraturan
| .
Daerah mempunyai :ngsi:

a. Melaksanakan ké:@ordinasi pembinaan, pengawasan
dan penyuluhgn dalam usaha Penegakan
Peraturan Daeral; '

b. Mengkoordinasi ; pelaksanaan penyelidikan dan
penyidikan teninadap Pelanggaran  Peraturan
Daerah; ’ '

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.

(4) Dailam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
' ayat (2) dan ayat (3), Bidang Penegakan Peraturan
Daerah dibantu olehi
‘ a. Seksi Pembinaan/[Pengawasan, dan Penyuluhan
b. Seksi Penyelidikaf} dan Penyidikan.

(5) Masing-masing sekg dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam p laksanaan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepalg| Bidang.

| i Paragraf 1
| Seksi Pembinaan, Qengawasan, dan Penyuluhan
4 H
" Pasal 11
Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyusunan

mempunyai tugas:
a. Pengkoordinasiahpelaksanaan pembinaan terhadap
' pegawai, masydrakat, dan badan hukum dalam
rangka usaha}eningkatan kepatukhan terhadap
Peraturan Daerah;




b. Melaksanakan, rnényiapkan bahan dan menyusuil

rencana kerja pembinaan, —pengawasan dan
penyuluhan;

_Memantau  pelgksanaan peraturan  Daerah,
Peraturan Kepald) Daerah, dan produk hukum
lainnya; i

d. Melaksanakan p€ yuluhan secara preventive dalam

usaha peningkats kepatuhan masyarakat, badan
hukum dan pegawai terhadap Peraturan Daerah;

. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi

yang berhubunggn dengan penegakan Peraturan
Daerah; .
Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi
dan kerja sama d¢ngan dinas/ instansi terkait dalam
memenuhi k‘ebut‘lgxhan pembinaan pengawasarn dan
penyuluhan; ;

. Melaksanakan menyiapkan bahan laporan kegiatan
Seksi Pembina, .‘P,fgéngawas dan Penyuluhan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.

: Paragraf 2
Seksi Penyglidikan dan penyidikan

Pasal 12

Seksi Penyelidikan da:h Penyidikan mempunyai tugas:

a.
-yang telah berh@.i\;bungan dengan bidang penegakan

h.

. Merumuskan p¢

. Menyediakan

Pengumpulan ddn pengolahan data serta informasi

Peraturan Daerali;

. Melaksanakan . jtugas kesckretariatan Pengawas

Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

.Menindaldanjuf,ijﬁ laporan atau pengaduan dari

perorangan dan gtau badan hukum berkaitan dengan
dugaan pelang jaran perundang-undangan sesuai
dengan kewenangan;

a tindak dalarn penanganarn lapran

i

atau pengaduan

_Melaksanakan. j; penyelidikan dan pengumpulan

informasi atas lgporan dan pengaduan yang masuk;
Mengkoordinasijkan dengan aparat penegak hukum
dalam penarjganan sengketa-sengketa yang
penyelesaiannyi melalui lintas sector;

rsonil bagi penunjang pemeriksaan
pelaku pelanggaran peraturan Perundang-undangan
sesuai dengan Rewenangannya,
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.




Bagiand Keempat

Bidang Ketertiban Umuijdan Ketentraman Masyarakat

F‘ésal 13

(1) Bidang  Ketertiban; Umum dan Ketentraman
Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala
Satuan dalam pencapaian  ketertiban umum,
ketentraman masyrakat dan pelaksanaan kerja sama
antar lembaga. '

(2) Dalam pelaksanaanjya Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarkat mempunyai tugas:

(

a.

Mengkoordinir @enyclenggam ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat lintas
Kabupaten/Kotaj

. Pengkoordinasign  pelaksanaan urusan-urusan

pengendalian operasional, pengamanan dan
penertiban, i

_Merumuskan itencana kerja dalam rangka

pengamanan um}xtuk pencapaian ketertiban dan
ketentraman masyarakat;

. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi

programlintas k,}s}xbupaten /kota Kepolisisan Negara
republic Indongesia, Lembaga-lembaga instansi
vertikal maupun horizontal ~dalam  upaya
pemenuhan ketertiban dan ketentraman
masyarakat,

. Pengkoordinasign pelaksanaan pencegahan dan

penanggulangaﬂ} bencana kebakaran; (tambahan
fungsi Damkar).

3) Dalam melak.sanaliéa,n tu.gas dan fungsi sebagaimana

ayat (2) dan ayat {3), Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarkat dibantu oleh :

a.

Seksi Kerjasama

b. Seksi Operasijilan Pengendalian

(4) Masing-masing géi(Si dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang: dala.mj;hoelaksanaan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepgla Bidang.



T

Paragraf 1
Sjgaksi Kerjasama

Pasal 14

Seks1 Kerjasama mcmpunyal tugas :

a.

Melaksankan dan menylapkan bahan penyusunan
rencana kerja dalam rangka kerjasama dengna instansi
terkait;

. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi program lintas

Kabupaten/Kota, Kepohslan Negara Republik Indonesia,
Lembaga-lembaga instansi vertikal maupun horizontal
dalam upaya pemenu%an ketertiban dan ketentraman
masyarakat;

. Mengkordinasikan demgan unit kerja / instansi terkait

sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas @ pengamanan  Ketertiban  dan
ketentraman masyarakat,

. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan

seksi kerjasama; dan

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Paragraf 2
Selsi Operasi dan Pengendalian

Pasal 15
Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas:

a. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi
yang berhubungan dengan bidang Ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat;

b. Memelihara ketertiban  umum dan ketentraman
masyarakat yang berkaitan dengan upaya perpentiv;

c. Membentuk Bidang Penegak Peraturan Daerah dalam
memantau kelancaran dan pengamanan pelaksanaan
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan
Produk Hulum Daerah lainnya,;

d. Melaksanakan pengamanan terhadap pejabat dan
asset daerah;

e. Merumuskan pedoman prosedur tetap organisasi

" Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Merumuskan prosedur tetap operasional pelaksanaan
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

g. Merumuskan prosedur tetap pelaksanaan operasional
patroli dan pengawalan;

h. Menyusun prosedur tetap pelaksanaan
penanggulangan pemadam kebakaran;



——
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1.

(2)

Menyusun prosedur operasional penyelesaian kasusu
pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dan peraturan perundang-undangan;

. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan

kegiatan seksi operasional dan pengendalian; dan

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Aparatur

Pagal 16

Bidang Sumber daya dan Aparatur mempunyai tugas
membantu Kepala Satuan dalam mengkoordinasikan,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta
mengevaluasi di bidang pelatihan dasar dan teknis
fungsional.

Dalam pelaksanaannya Bidang Surnber Daya Aparatur
mempunyai tugas:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
dibidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja
anggaran di bidang pelatihan dasar dan teknis
fungsional,;

c. pengkoordinasian = pelaksanaan tugas di bidang
pelatihan dasar dan teknis fungsional;

d. pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana dan
program kerja |pelatihan dasar dan teknis
fungsional Satuaﬁ" Polisi Pamong Praja;

e. pelaksanaan  penyusunan petunjuk teknis
peningkatan kemampuan dan ketrampilan dasar
Satuan Polisi Pampng Praja;

f. pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur
melalui pendidikan dan pelatihan dasar danlatau
lanjutan, pelatihan:baris berbaris, pencarian dan
penyelamatan, = bela diri, pengawalan,
kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah
dini serta peningkatan fisik;

g. penyajian data dan infonnasi di bidang pelatihan
dasar dan tekms*fungstonal

h. pelaksanaan - pembinaan, pemantal.lan
pengawasan dan pengendalian di bidang pelatihan
dasar dan teknis fungsional;

i, penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang
Sumber Daya Aparatur;

j. penyusunan laporan kinerja program Bidang
Sumber Daya Aparatur; dan

k. pelaksanaan tuges lainya yang diberikan Kepala
Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.



| (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

ayat (2) dan ayat (3), Bidang Sumber Daya Aparatur
dibantu oleh :

a. Seksi Pelatihan Dasar
1. Seksi Teknis Fungsional

(4) Masing-masing seksi &ﬂipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggungiawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Pelatihan Dasar

Pasal 17

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas :

k.

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
rencana kelja anggaran di bidang pelatihan dasar;,
menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan
tugas di bidang pelatihan dasar;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
peningkatan kemampuan dan ketrampilan dasar
Satuan Polisi Pamong Praja; menyiapkan bahan
pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur
melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau
lanjutan meliputi pelatihan baris berbaris, pencarian
dan penvelamatan, bela din, pengawalan,
kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah
dini serta peningkatan fisik;

. menyiapkan bahan sumber daya aparatur untuk

mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan
teiknis di tingkat provinsi maupun pusat;

menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di
bidang pelatihan dasar;

menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan,
pengawasan dan pengendalian di bidang pelatihan
dasar;

. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan

di bidang pelatihan dasar;
menyiapkan bahan @ penyusunan laporan realisasi.
anggaran Seksi pelatihan dasar;

menyiapkan bahan penyusunan laporan kinelja
program Seksi pelatihan dasar; dan

melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala
Bidang Sumber Daya Aparatur sesuai dengan bidang
tugasnya.



‘Paragraf 2
Seksi Tgknis Fungsional

}&asal 18

Seksi Teknis Fungsional memﬁjjbunyai tugas .

o
' a. menyiapkan bahan pef 1 musan kebijakan teknis di

bidang teknis fungsional;

b. menyiapkan bahan perfyusunan rencana program dan

i!

kemampuan dan ketrampilan
Pamoqg Praja:

Praja;
Pamong Praja;

i. menyiapkan bahan Kpmulatif
mengusulkan penjenjg
Satuan Polisi Pamong [Praja;

j. menyiapkan bahan penyajian
bidang teknis fungsional;

/*-E i fungsional,
i

di bidang teknis fungsfonal;

tugasnya

| ' *asal 19

; mengevaluasi di’i bidang
masyarakat, ‘

e. menyiapkan bahan Ipelaksan

; rencana kerja anggaran.gdi bidang teknis fungsional;
c. menyiapkan bahan : engkoordinasian pelaksanaan
tugas di bidang teknis flingsional;
| d. menyiapkan bahan pefencanaan kebutuhan bimbingan
; teknis Satuan Polisi Painong Praja;

an bimbingan teknis
anggota Satuan Polisi

dan pelatihan teknis fimgsional Satuan Polisi Pamong

|
Q f. menyiapkan bahan perﬁgiriman data peserta pendidikan
| g. meoyiapkan bahan épenyusunan perencanaan dan
[ kebutuhan sarana daﬁ prasarana teknis Satuan Polisi
} h. menyiapkan bahan p ksanaan penilaian angka kredit
1 anggota Satuan Polisi famong Praja;

nilai angka kredit dan

ngan’ yang lebih tinggi anggota

data dan informasi di

k. menyiapkan  bahan pembinaan, pemantauan,
pengawasan dan p;@ngendalian di bidang teknis

1. menyiapkan bahan wbnitoring, evaluasi dan pelaporan

m. menyiapkan bahan“i;’ penyusunan laporan realisasi
anggaran Seksi Teknis Fungsional;

n. menyiapkan bahan!! penyusunan laporan kinerja
program Seksi Teknis iFungsional; dan

o. melaksanakan tugas:lain yang diberikan oleh Kepala
"Bidang Sumber Dayd Aparatur sesuai dengan bidang

! Ba?ﬁn Keenam
: Bidang Perlipdungan masyarakat

1 (1) Bidang Per)indung,if Masyarakat mengkoordinasikan,
‘ membina, mengawasi dan mengendalikan

serta
satuan perlindungan



(2) Dalam pelaksanaannya Bidang Perlindungan
Masyarakat mempunjyai tugas:

2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina
potensi masyarakat;

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja
anggaran di  bidang  satuan perlindungan
masyarakat dan bina potensi masyarakat;

c. pengkoordinasian  pelaksanaan tugas di bidang
satuan perlindungan . masyarakat dan bina
potensi rnasyarakat;

d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis penyelengpgdraan perlindungan masyarakat,

e. pelaksanaan rekruitmen, pembinaan dan
pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat,

f. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan
sumber daya perlindungan masyarakat;

g. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya
manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan
perlindungan masyarakat;

h. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan
sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;

i, pelaksanaan peningkatan dan pengembangan
system perlindungan masyarakat terpadu,

j. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi system
perlindungan masyarakat

, k. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian
i gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

1. pelaksanaan koordinasi petugas satuan
perlindungan masyarakat dalam penanggulangan
bencana

m. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional
sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan
masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres
dan Pilkada;

n. pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban
masyarakat dan penanganan masalah sosial
kemasyarakatan;

0. penyajian data dan informasi di bidang satuan
perlindungan masyarakat dan bina potensi

! masyaraka, | .

p. pelaksanaan pembinaan, pemantauan,
pengawasan dan. pengendalian di bidang satuan

* perlindungan masyarakat dan bina potensi

| masyarakat;

! q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di

; bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina
potensi masyarakat;

r. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang
Perlindungan Masyarakat;

s. penyusunan laporan Kkinerja kegiatan Bidang
Perlindungan Masyarakat; dan




t pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Satuan sesuai dengan bidang tugasnya

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perlindungan Masyarakat
dibantu oleh :

a. Seksi Satuan Linmas dan Pemadam Kebakaran
b. Seksi Bina Potensi Masyarakat

(4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Satuan Linmas dan Pemadam Kebakaran
Pasal 20

Seksi Satuan Linmas dan Pemadam Kebakaran mempunyali

tugas:

a. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan

bidang perlindungan dan ketahanan masyarakat;

b. Menyiapkan hahan perumusan kebijakan teknis

perlindungan dan ketahanan masyarakat;

c. Menghimpun data Linmas, Wanra dan Kamra serta

tingkat kriminalitas;

d. Merencanakan dan, melaksanakan bahan laporan

kegiatan seksi Satuan Linmas;

e. Merencanakan dan| menyiapkan Dbahan laporan

kegiatan seksi Satuan Linmas; dan

f. Merumuskan dan menyusun kurikulum program

latihan perlindungan kepada masyarakat;

g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan

rencana kerja seksi Bina Potensi Masyarakat;

h. Menginventaris dan menyelenggarakan pelatihan bagi

anggota Satuan Linmas;

i. Menyiapkan dan memelihara data dan arsip tentang

Satuan Linmas dan potensi Linmas di masyarakat;

j. Melaksanakan sosialisasi keamanan lingkungan dalam
rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam
keamanan lingkungan;

. Mengupayakan aktifnya kembali hansip desa; :
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan
kegiatan-kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
Melaksanakan tugdsilain yang diberikan oleh atasan
Menyiapkan bahan dan kajian secara cepat dan cepat
terhadap lokasi kerusakan, kerugain dan sumber
daya.

Menyiapkan kajia setatus tanggap darurat bencana.
Menyatukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat
yang terkena bencana,

-
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Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemenuhan
kebutuhan dasar untuk masyakarat yang terkena
bencana.

Menyiapkan bahan dan melakukan perlindungan
terhadap kelompok rentan.

Meneliti mengoreksi dan mengontrol hasil kerja
bahawan dalam rangka pelaksaan tugas.
Melaksanakan evakuasi kegiatan dan penyusuanan
laporan kinerja pelaksanaan tugas seksi kedaruratan.

Paragraf 2
Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 21

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

a.

b.

oy

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang bina potensi masyarakat;

menyusun rencana program dan rencana kerja
anggaran di bidang bina potensi masyarakat
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang bina
potensi masyarakat;

menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya
masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
menyusun konsep peta potensi kerawanan;

menyusun konsep poténsi pencegahan penanggulangan
dan potensi masyarakat;

menyusun rencana pengembangan potensi

perlindunganmasyarakat dalam menjaga keamanan
lingkungan;

. melaksanakan koordinasi petugas satuan periindungan

masyarakat dalam penanggulangan bencana;

menyusun rencana pengembangan potensi sumber daya
manusia melalui pendidikan dan bela negara;
menyajikan data dan informasi di bidang bina potensi
masyarakat; - ,

melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan
Pengamanan Swakarsa;

melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan
dan pengendalian di bidang bina potensi masyarakat;

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang bina potensi masyarakat;

. menyusun laporan frealisasi anggaran Seksi Bina

Potensi Masyarakat;

menyusun laporan kinerja program Seksi Bina Potensi
Masyarakat; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.



J

BAB V
UNIT PELAMANAN TEKNIS

Paspl 22

Pembentuken, Nomenklatur, ;Tugas Pokok, dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis pada Satuén Polisi Pamong Praja  akan
ditentukan dan ditetapkan demgan Peraturan Bupati.

| C

BAB VI

| KELOMPOK JAB) TAN FUNGSIONAL

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsjonal di lingkungan Satuan Polisi
. Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

. pada ayat (1) dipimpin joleh seorang tenaga fungsional
senior selaku ketua kelampok yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

! AB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

| Pasal 24

(1) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

} dari Aparatur Sipil Neg‘?pra yang telah memenuhi syarat
atas usul Sekretaris Daerah.

1(2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja diangkat dan ' diberhentikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAB VIII
TATA KERJA
, Bagipn Pertama
’ ‘ Umum

Pasal 25

! (1) Setiap pimpinan satuam organisasi dalam melaksanakan
tugas-tugasnya wa;ub menerapkan  prinsip-prinsip

koordinasi, integrasi, :simplikasi dan sinkronisasi baik
i dalam lingkungan ke‘gganya maupun dengan instansi-
! instansi lain di luar lihgkungan kerjanya sesuai dengan

‘ bidang tugasnya.



p—

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
'memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-
' masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-
| petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan tepat waktu.

[41 Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan
organisasi dan bawahan diplah dan dipergunakan sebagai
bahan perimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih
lanjut.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan
pengawasan melekat.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, maka Kepala
Satuan dapat menunjuk Sekretaris Satuan.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Satuan
dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Fraja berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tanggamus.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

| Pasal 28

Semua ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang
kewenangan di bidang Penegakan Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang berada pada
Satuan Kerja lain akan dialihkan kepada Satuan Polisi
famong Praja paling lambat 6 (enam) bulan harus mengikuti
ketentuan dalam peraturan ini sejak tanggal diundangkan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, mala Peraturan Bupati
Tanggamus Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Tanggamus dinyatakan tidak berlaku

i lagi;

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
' Berita Daerah Kabupaten Tanggamus;

STh

Ditetapkan di Kota Agung.
pada tanggal 29 Desember 2016

oh: : 4 " -.\
i i
e

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 28 Desember 2016

\J SEKRE,TARIS 'DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

.

e

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 376
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